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BAB VI 

PENUTUP  

 

6.1 Kesimpulan 

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan hasil dan pembahasan 

adalah peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa hasil 

pengujian dari jawaban kuesioner yang dibagikan kepada 19 responden 

dengan nilai persentase sebesar 82,87% dapat dikatakan sudah berperan 

dengan demikian peran perangkat desa dikatakan sesuai dengan Permendagri 

No.113 Tahun 2014, dapat dilihat pada akuntabilitas pengelolaan dana desa 

mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban Desa Hokeng Jaya. 

Hal ini dibuktikan dengan perangkat desa yang telah melaksanakan setiap 

tugas-tugasnya dalam mengelola dana desa di Desa Hokeng Jaya dengan 

baik, walau dalam beberapa tugasnya yang dilakukan oleh perangkat desa 

lainnya dikarenakan kurangnya pemahaman perangkat desa tersebut. Seperti 

dalam pembuatan dan penyusunan laporan realisasi dan pertanggungjawaban 

APBDes yang seharusnya bendahara ikut di dalamnya tetapi akibat 

keterbatasan pengetahuan sehingga sekretaris desa yang membuatnya. 

Dengan demikian, diperlukannya peningkatan kualitas pengetahuan dan 

keahlian perangkat desa guna meningkatkan kinerja perangkat desa dalam 

Pemerintah desa. 
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6.2 Saran 

Dari kesimpulan di atas, untuk tercapainya pengelolaan dana desa yang 

lebih efektif dan efisien di tahun anggaran berikutnya, maka harus ada 

peningkatan dalam beberapa hal. Adapun saran-saran yang dapat peneliti 

berikan yaitu : 

1. Diharapkan agar perangkat desa selaku Bendahara Desa untuk mengikuti 

pelatihan komputer agar dapat meningkatkan keahlian dan pengetahuan 

yang sesuai dengan bidangnya supaya melaksanakan tugasnya dengan 

maksimal dan mandiri. 

2. Bagi pihak perangkat desa yang ada di Desa Hokeng Jaya penelitian ini 

diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam meningkatkan peran 

perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Perangkat desa 

harus lebih meningkatkan pengetahuannya dalam hal pengelolaan dana 

desa khususnya mengenai perencanaan, penggunaan, penatausahaan, 

pelaporan dan pertanggungjawaban. 
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